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MOTTO 
“Wahai anak Adam sempatkanlah ibadah kepadaku (Allah) maka aku akan 
memenuhi hatimu dengan kekayaan dan Aku akan menutup kefakiranmu, dan 
kalau kamu tidak mengerjakannya maka Aku (Allah) akan memenuhi hatimu 
dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu”  
(HR Ibnu Majah). 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga 
mereka merubah pada diri mereka sendiri”  
(QS. Ar-Ra‟d/13:11). 
 
“Jika kamu memiliki sahabat yang selalu membantumu dalam ketaatan, maka 
genggam erat tangannya. Karena mencari sahabat itu sulit, sedangkan 
meninggalkannya itu mudah” 
(Wasiat Imam As_Syafi‟i). 
 
„‟Jadilah dirimu sendiri‟‟ 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
 Some previous results indicate that the existence of an independent audit 
committee has an influence on the timeliness of financial reporting. Other 
research shows that the existence of an independent audit committee has no effect 
on the timeliness of financial reporting. This study will reexamine good corporate 
governance factors, namely the size of the board of directors, independent audit 
committees, institutional ownership, and the independent board of commissioners 
on the timeliness of financial reporting. 
 The research approach is quantitative by using a logistic regression 
analysis tool. The population used in this study is companies listed in the Jakarta 
Islamic Index (JII) for the period 2015-2017. The sample of this study is 17 
companies registered in the Jakarta Islamic Index (JII) for the period 2015-2017. 
 The results showed that the significance value of the board of directors, 
independent audit committees, institutional ownership, and independent board of 
commissioners > 0.05 which means that the size of the board of directors, 
independent audit committees, institutional ownership, and independent board of 
commissioners has no effect on timeliness in financial reporting company 
registered in the Jakarta Islamic Index. 
Keywords: Financial reporting timeliness, board size, independent audit 
committee, institutional ownership, and independent board of 
commissioners. 
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ABSTRAK  
Beberapa hasil terdahulu menunjukkan bahwa keberadaan komite audit 
independen memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
Penelitian lain menunjukkan bahwa keberadaan komite audit independen tidak 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Penelitian ini akan 
menguji kembali faktor-faktor good corporate governance yaitu ukuran dewan 
direksi, komite audit independen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris 
independen terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
Pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan alat 
analisis regresi logistik. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015-2017. 
Sampel penelitian ini yaitu 17 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 
(JII) periode 2015-2017. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi ukuran dewan 
direksi, komite audit independen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris 
independen > 0,05 yang berarti bahwa ukuran dewan direksi, komite audit 
independen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak 
memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan perusahaan yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Index. 
Kata kunci: Ketepatwaktuan pelaporan keuangan, ukuran dewan direksi, komite 
audit independen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris 
independen. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Laporan keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan bagi 
setiap perusahaan. Laporan keuangan berisi informasi-informasi dalam 
perusahaan agar dapat meyakinkan pihak luar perusahaan untuk terlibat 
mengembangkan perusahaan (Wahjono, 2008: 214).  
Informasi-informasi yang terdapat pada laporan keuangan meliputi 
informasi sumber daya ekonomi, kewajiban, modal saham, pendapatan yang 
komprehensif dan informasi mengenai aliran kas. Hal itu bertujuan untuk 
memberikan informasi kepada pihak stakeholder dalam pengampilan keputusan 
(Hanafi & Abdul, 2016: 30-31).  
Agar laporan keuangan dapat digunakan dengan baik dalam pengambilan 
keputusan oleh pihak stakeholder, maka perusahaan harus bisa melaporkan 
laporan keuangan tepat waktu. Hal tersebut agar kekuatan informasi dalam 
laporan keuangan bisa tetap terjaga (Suwardjono, 2014: 169-170). 
Ketepatwaktuan pelaporan keuangan sangat penting dalam perspektif 
Islam. Karena Allah selalu mengajarkan untuk bertakwa kepada Allah dalam 
menjalankan kegiatan apapun termasuk dalam menjalankan pekerjaan akuntansi 
sebagai bukti tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Hal 
tersebut sejalan dengan shari‟ah enterprise theory yang meletakkan stakeholder 
tertinggi yaitu Allah. Sehingga pelaporan keuangan merupakan bentuk 
pertanggungjawaban di hadapan Allah (Windari, 2016).   
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Di Indonesia waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan 
perusahaan sudah diatur pada peraturan keputuasan Ketua Bapepam dan LK 
Nomor: KEP-431/BL/2012 yang berlaku untuk tahun buku setelah tahun 2012 
sampai tahun 2016. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan 
tahunan perusahaan wajib disampaikan kepada publik sebelum akhir bulan April.  
Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-431/BL/2012 ini 
kemudian diganti dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 
29/POJK.04/2016 yang berlaku mulai tahun buku 2017. Pada peraturan OJK 
Nomor: 29/POJK.04/2016 disebutkan bahwa penyampaian laporan keuangan 
tahunan perusahaan wajib disampaikan kepada publik sebelum akhir bulan April.  
Selain itu, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap perusahaan 
yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan maka 
akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut berupa teguran bahkan sampai 
diberhentiakn sementara dalam perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia. 
Akan tetapi, masih terdapat perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 
Index terlambat dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan. Pada 
tahun 2016, PT Wijaya Karya Tbk dan PT Waskita Karya Tbk menyampaikan 
laporan keuangan tahun buku 2015 pada tanggal 27 Mei 2016 dan tanggal 1 Mei 
2016. Pada tahun 2017, PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT PP Tbk 
menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2016 pada tanggal 19 Mei 2017 dan 
31 Agustus 2017 (www.idx.co.id).  
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Menurut Kelton (2008) ketepatwaktuan pelaporan keuangan dapat 
mengurangi asimetri informasi. Karena dengan ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan menunjukkan bahwa pihak perusahaan memperhatikan pihak pemegang 
saham. Dengan informasi yang tepat waktu maka akan membantu pihak 
pemegang saham dalam pengambilan keputusan. 
Mekanisme good corporate governance yang diterapkan oleh setiap 
perusahaan memainkan peran penting untuk mengurangi permasalahan asimetri 
informasi yang sering terjadi antara pihak manajemen (agent) dan pemegang 
saham (principal). Sehingga dapat meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan (Al Daoud, Ismail, & Lode, 2015). 
Selain itu, good corporate governance (GCG) juga memiliki beberapa 
prinsip salah satunya prinsip transparansi. Dengan prinsip transparansi selain 
harus akurat dan benar perusahaan juga harus melaporkan laporan keuangan 
dengan tepat waktu. Sehingga dengan penyampaian laporan keuangan yang tepat 
waktu, maka akan menjamin bahwa laporan keuangan tersebut akurat dan benar 
(Sutedi, 2011: 10).  
Menurut Mishra (2017) bagi perusahan yang sudah go publik harus 
memiliki corporate governance yang memperhatikan lima aspek, salah satu aspek 
tersebut yaitu ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Ketepatwaktuan berarti bahwa 
penyampaian laporan keuangan harus sesegera mungkin tanpa adanya penundaan 
sebagai wujud pengungkapan perusahaan.  
Menurut Choudhury & Hoque (2006) dalam perspektif Islam landasan 
teori dan filosofi corporate governance merupakan gabungan antara ekonomi 
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Islam dengan persepektif kelembagaan. Menurut Tapanjeh (2009) corporate 
governance dalam perspektif Islam memiliki jangkauan yang lebih luas dan tidak 
memisahkan antara peran dan tanggung jawab dalam semua tindakan dengan 
hukum Islam.  
Corporate governance memiliki beberapa unsur, seperti ukuran dewan 
direksi. Ukuran dewan direksi akan berhubungan dengan pengendalian internal 
perusahaan. Agar perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk mencapai 
tujuan perusahaan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak salah satunya 
pemegang saham. Dengan adanya perhatian dari pihak perusahaan terhadap 
pemegang saham, maka akan mendorong perusahaan untuk melaporkan laporan 
keuangan dengan tepat waktu (Al Daoud, Ismail, & Lode, 2015). 
Selain ukuran dewan direksi, komite audit independen dinilai mampu 
untuk mengatasi ketepatwaktuan pelaporan keuangan karena dewan komite audit 
independen dapat mencegah dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. 
Sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan meningkatnya 
kualitas laporan keuangan maka akan mendorong perusahaan untuk tepat waktu 
dalam penyampaian laporan keuangan. Karena ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan merupakan salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan (Oliver & 
Ofoegbu, 2017). 
Komite audit independen di Indonesia sudah diatur di dalam peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/ POJK.04/ 2015. Dalam peraturan tersebut 
dijelaskan bahwa setiap perusahaan harus memiliki komite audit yang berasal dari 
luar perusahaan atau komite audit independen. Pada peraturan tersebut juga 
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disebutkan bahwa tugas komite audit independen yaitu melakukan penelaahan 
pada laporan keuangan perusahaan yang akan disampaikan kepada publik. 
Selain itu, corporate governance juga memiliki unsur kepemilikan 
institusional. Kepemilikan institusional memiliki peran dalam ketepatwaktuan 
penyampaian laporan keuangan karena dengan adanya kepemilikan institusional 
akan menjadikan suatu pengawasan perusahaan agar laporan keuangan 
perusahaan dapat diandalkan oleh pihak stakeholder. Sehingga pihak perusahaan 
dalam menjalankan kegiatan perusahaan tidak bertindak semaunya sendiri 
(Salipadang et al, 2017). 
Selain ketiga unsur corporate governance di atas, dewan komisaris 
independen juga mampu meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
Dengan adanya dewan komisaris independen maka perusahaan akan lebih banyak 
mendapatkan pengarahan mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan sehingga 
dapat meningkatkan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan 
(Setyaningsih, 2015). 
Penelitian mengenai hubungan antara good corporate governance dengan 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan telah banyak dilakukan. Akan tetapi masih 
terdapat perbedaan hasil mengenai hubungan good corporate governance dengan 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan.   
Seperti hasil penelitian Al Daoud et al (2015) dan Appah & Emeh (2013), 
ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Alsmady (2018), ukuran dewan 
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direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan. 
Hasil penelitian Oussii & Taktak (2018), dan Abdullah (2007) bahwa 
komite audit independen tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Ozoanogbo et al (2016) bahwa 
komite audit independen memiliki pengaruh positif terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan. 
Hasil penelitian Salipadang et al (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan 
institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Isani & Wiwik (2014) 
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan 
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  
Hasil penelitian lain yang dilakukan Setyaningsih (2015) bahwa dewan 
komisaris independen memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan. Sedangkan hasil penelitian Rivandi & Gea (2018) dan penelitian 
Astrini & Amir (2015) bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa masih terdapat 
perbedaan hasil mengenai pengaruh good corporate governance khususnya unsur 
ukuran dewan direksi, komite audit independen, kepemilikan institusional, dan 
dewan komisaris independen terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hal 
ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh good 
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corporate governance terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan dengan 
unsur-unsur tersebut. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance dengan 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 
Islamic Index (JII) periode 2015-2017. Penelitian ini mengambil sampel 
perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII) karena merupakan indeks saham syariah 
pertama kali yang diluncurkan di pasar modal Indonesia yaitu pada tanggal 3 Juli 
2000. Dan konstituen Jakarta Islamic Index (JII) hanya terdiri dari 30 saham 
syariah paling likuid yang diperoleh di BEI (www.idx.com).    
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pengaruh good corporate governance terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan yang terdiri dari ukuran dewan direksi, 
komite audit independen, kepemilikan institusional dan dewn komisaris 
independen. Adapun judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Good Corporate 
Governance Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Masih terdapat perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tahunan 
melewati akhir bulan April. Yang seharusnya perusahaan menyampaikan 
laporan keuangan tahunan sebelum akhir bulan April. 
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2. Masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang membahas 
tentang pengaruh good corporate governance dengan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan.   
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini terhindar dari adanya bias maka penelitian ini harus 
membatasi pokok pembahasan. Penelitian ini akan berfokus pada good corporate 
governance yaitu ukuran dewan direksi, komite audit independen, kepemilikan 
institusional, dan dewan komisaris independen sebagai variabel independen. Dan 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Selain itu 
penelitian ini akan berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 
Index (JII) periode 2015 sampai 2017. 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah pada 
penelitian ini yaitu: 
1. Apakah ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan. 
2. Apakah komite audit independen memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan? 
3. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan? 
4. Apakah dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan? 
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1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit independen terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
4. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
1.6 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Praktisi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 
luas dan dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuan mengenai 
pengaruh good corporate governance terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pada perusahaan.  
2. Bagi Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan 
teori untuk melakukan penelitian dihari mendatang. 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan 
dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
BAB I   : PENDAHULUAN  
Pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II : LANDASAN TEORI  
Pembahasan mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, 
kerangka berfikir, dan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Pembahasan mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, teknik 
pengambilan sampel, jenis data, sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi 
operasionalnya, serta metode analisis data.  
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pembahasan mengenai gambaran umum hasil analisis data, dan 
pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis) mengenai 
hubungan antara good corporate governance dengan 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  
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BAB V: PENUTUP  
Pembahasan mengenai kesimpulan-kesimpulan yang didapat 
dari hasil penelitian,  keterbatasan dan saran-saran untuk 
penelitian berikutnya.  
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BAB II   
LANDASAN TEORI 
2.1  Kajian Teori 
2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 
Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan agensi sebagai suatu 
kontrak dimana satu pihak sebagai pemilik modal (principal) dan satu pihak 
sebagai pengelola (agent) untuk melakukan pengelolaan dana yang diperoleh. 
Dengan adanya pemisahan hubungan antara pemilik modal (principal) dan 
pengelola (agent) akan menimbulkan suatu permasalahan karena adanya unsur 
kepentingan antara pemegang saham (principal) dan pihak manajemen (agent). 
Menghindari hal tersebut dibutuhkanlah teori agensi. Menurut Jensen & 
Meckling (1976) teori agensi menghubungkan aspek prilaku manusia dimana 
pemilik modal (principal) dan pengelola (agent) memiliki kepentingan masing-
masing. Dalam kepentingan ini setiap individu akan memaksimalkan kepentingan 
dirinya sendiri sehingga mengabaikan kepentingan orang lain.  
Menurut Kathleen (1989) permasalahan kepentingan yang sering terjadi 
antara pihak perusahaan dan pihak pemegang saham timbul pada saat dua hal, 
yaitu: 
1. Terdapat perbedaan tujuan antara pihak pemegang saham (principal) dan 
pihak manajemen (agent). 
2. Terdapat kesulitan dan biaya yang mahal dalam mengawasi manajemen 
dalam pengelolaan perusahaan. 
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Menghadapi permasalahan kepentingan tersebut akan  menimbulkan jenis 
biaya agensi yang harus dikeluarkan. Hal tersebut membuat para investor 
institusional akan lebih memilih perusahaan yang memiliki mekanisme corporate 
governance yang baik. Karena dapat meminilisir biaya yang dikelaurkan untuk 
menghadapi masalah asimetri informasi tersebut (Pangeran, 2016). 
Menurut Kelton (2008) informasi laporan keuangan yang disampaikan 
tepat waktu dapat mengurangi asimetri informasi. Dengan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan maka akan membantu pihak pemegang saham dalam 
pengambilan keputusan.  
2.1.2 Shari’ah Enterprise Theory (SET) 
Shari‟ah enterprise theory merupakan modifikasi dari enterprise theory 
dengan pendekatan syariah. Sudut pandang syariah menuntut agar setiap 
organisasi dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan metafora amanah. 
Atau secara khusus menggunakan metafora zakat, karena dalam metafora zakat 
memiliki nilai-nilai yang lengkap dibandingkan dengan metafora mesin dan 
metafora organisme (Triyuwono, 2012: 361-362). 
Konsep yang dimiliki oleh shari‟ah enterprise theory lebih luas dari pada 
enterprise theory. Dalam konsep SET, perusahaan bertanggung jawab kepada 
Tuhan, stakeholder (yang terdiri dari direct stakeholder dan indirect stakeholder), 
dan alam. Konsep SET di dalamnya juga tidak menggunakan konsep laba 
melainkan menggunkan konsep nilai-tambah (value-added) yang kemudian 
disajikan dalam Shari‟ah Value-added Statement (Triyuwono, 2012: 362). 
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Pada laporan nilai tambah (value-added statement) berisi informasi tentang 
nilai tambah (value-added) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan. Sehingga 
nilai tambah tersebut didistribusikan kepada dua golongan: 
1. Direct stakeholder yaitu pihak yang terkait langsung dengan bisnis 
perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, 
pemasok, pemerintah, danlain-lain. 
2. Indirect stakeholder yaitu pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis 
perusahaan, seperti masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq, dan 
shadaqah) dan lingkungan alam (misalnya pelestarian alam) (Triyuwono, 
2012: 358).  
Berbicara mengenai shari‟ah enterprise theory tidak terlepas dari good 
corporate governance syari‟ah. Stakeholder pada konsep SET yang paling tinggi 
yaitu Tuhan. Tuhan sebagai stakeholder tertinggi berarti tujuan utama dalam 
perusahaan yaitu mencari keridhoan Allah. Sehingga mengharuskan agar 
perusahaan menggunakan peraturan dan hukum-hukum Islam (Juliardi, 2015). 
Stakeholder kedua dalam shari‟ah enterprise theory yaitu manusia, baik 
direct stakeholder maupun indirect stakeholder. Dengan kontribusi yang 
diberikan oleh direct stakeholder, maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan 
kesejahteraan dari perusahaan. Sedangkan indirect stakeholder secara syariah 
mereka mendapatkan hak untuk kesejahteraan dari perusahaan (Juliardi, 2015). 
Stakeholder ketiga dalam konsep SET yaitu alam. Alam yang telah 
memberikan sumber daya yang dapat membantu kegiatan-kegiatan perusahaan 
sehingga sudah seharusnya alam juga mendapatkan distribusi dari perusahaan. 
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Hanya saja pendistribusian kepada alam bisa dengan cara kelestarian alam., 
pencegahan pencemaran, dan lain-lain (Juliardi, 2015).  
Berkaitan dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan dengan 
menggunkan konsep shari‟ah enterprise theory, maka ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan bukan hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada manusia. 
Akan tetapi sebagai bentuk pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Karena 
apapun yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggung jawabkan dikemudian 
hari (Windari, 2016). 
2.1.3 Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan 
Ketepatwaktuan merupakan salah satu unsur dari keberpautan atau 
relevansi yang merupakan unsur dari karakteristik kualitas laporan. 
Ketepatwaktuan pelaporan berarti perusahaan harus melaporkan informasi dalam 
laporan keuangan sebelum kekuatan atas informasi laporan keuangan berkurang 
bahkan hilang (Suwardjono, 2014: 170). Hal ini berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan oleh pihak stakeholder. Dengan ketepatwaktuan maka pengambilan 
keputusan oleh pihak stakeholder akan lebih tepat karena informasi dalam laporan 
keuangan akan lebih sesuai dengan keadaan perusahaan. 
Selain itu, dengan ketepatwaktuan ini maka menunjukkan bahwa 
perusahaan telah menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan (Sutedi, 
2011: 10). Dengan ketepatwaktuan ini maka komunikasi dengan para stakeholder 
bisa berjalan dengan baik karena perusahaan dapat mempertanggungjawabkan 
kepercayaan pihak stakeholder sehingga dengan terjaganya kepercayaan tersebut 
maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.  
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Ketepatwaktuan pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia 
diatur pada peraturan keputuasan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-
431/BL/2012 yang berlaku untuk tahun buku setelah tahun 2012 sampai tahun 
2016. Kemudian peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-431/BL/2012 
ini diganti dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2016 
yang berlaku mulai tahun buku 2017. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa 
laporan keuangan perusahaan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan 
diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan April.  
Menurut Owusu-ansah & Leventis (2014) ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan merupakaan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap publik 
pada saat laporan keuangan tersebut dibutuhkan oleh pihak stakholder dalam 
pengambilan keputusan.  
2.1.4 Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Islam 
Menurut Windari (2016) dalam perspektif Islam, ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Karena 
dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan merupakan bukti tertulis yang dapat 
dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Al-
Baqarah ayat 283:  
اُوَََتَن ََ َأا ََ
ُِتِْؤؤايِذِا لؤاِّدَؤُتيْلَتفانًضْعَتباْمُكُضْعَتبا ََ
َِ َأاْنَِإفاٌةَضوُبْق ََاٌننَِىرَفانًِبتنَكاؤوُدَِتَاَْلََواٍرَفَساٰىَلَعاْمَُ ْتنُكاْنِإَو
ااٌاميِلَعاَنوُلَمْعَت اَنبُِا  للَّؤَاواُوُبْلَتقٌاِثِآاُو َ َِإفانَهْمَُْكَيا َْ َََواَةَدنَه شلؤاؤوُمَُْكَتاَلََواُو بَرَا  للَّؤاِق ََتيْلَو 
Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. 
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Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu 
menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, 
sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.    
Berdasarkan ayat diatas maka dapat diketahui bahwa Allah SWT selalu 
memerintahkan hambanya untuk selalu taqwa kepada Allah dalam melakukan 
segala kegiatan termasuk dalam muamalah dan kegiatan akuntansi. Selain itu, 
Allah juga senantiasa memberikan petunjuk kepada hambanya dengan hal-hal 
yang bermanfaat bagi manusia.  
Salah satu contoh hal yang bermanfaat tersebut yaitu melaporkan laporan 
keuangan yang tepat waktu. Ketepatwaktuan pelaporan keuangan dalam ajaran 
Islam sama halnya dengan tepat waktu dalam ibadah sholat. Seperti yang 
dijelaskan dalam firman Allah: 
اؤوُميَِقَأفاْمََُنَْأَمْطؤاؤَذَِإفاْمُكِبوُنُجاىَلَعَواؤًدوُعُتقَوانًَ نَيِقَا  للَّؤاؤوُرُْكذَنفاَةَلَ صلؤاُمَُ ْتيَضَقاؤَذَِإفا  نِإاَةَلَ صلؤ
ًاتوُقْو َاًبًنََِكاَينِن َِْؤُمْلؤاىَلَعاْتََنَكاَةَلَ صلؤ 
Artinya:  “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di 
waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian 
apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu 
(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang 
ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa 
[4]: 103). 
Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa ibadah sholat dalam ajaran 
Islam memiliki waktu yang telah ditentukan. Sehingga umat Islam dalam 
mengerjakan sholat tidak semaunya sendiri. Hal tersebut sama halnya dalam 
penyampaian laporan keuangan.   
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Di Indonesia waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan sudah 
diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2016 sehingga 
diharapkan dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan harus sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut sebagai wujud pertanggung jawaban 
perusahaan terhadap amanat yang telah diberikan kepada perusahaan.   
2.1.5  Good Corporate Governance  
1. Pengertian Good Corporate Governance 
Good corporate governance adalah suatu sistem yang terdapat 
pada setiap perusahaan dalam upaya mengurangi resiko dan tercapainya 
tujuan perusahaan termasuk dalam hal pengamanan aset serta untuk 
meningkatkan nilai investasi pemegang saham di hari mendatang (Effendi, 
2009: 1).  
Good corporate governance merupakan sebagai suatu struktur 
perusahaan guna meningkatkan keberhasilan usaha perusahaan dan 
meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap pihak pemegang saham 
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan regulasi 
yang.berlaku (Sutedi, 2011: 1). 
Menurut Bursa Efek Indonesia, good corporate governance 
merupakan suatu sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk mencapai 
tujuan perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, 
akuntabilatas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan.  
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa good 
corporate governance merupakan sistem yang harus dimiliki oleh 
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perusahaan sebagai wujud pertanggung jawaban perusahaan terhadap 
pihak stakeholder untuk menjalin hubungan yang baik kepada berbagai 
pihak dalam mencapai keberhasilan usaha.  
2. Prinsip Dasar Good Corporate Governance 
Corporate governance terdiri dari beberapa prinsip yang harus 
dipahami agar terwujud Good corporate governance, yaitu: 
a. Transparansi 
Transparansi berarti informasi yang diberikan oleh pihak 
perusahaan kepada pihak yang berkepentingan harus memadai, 
akurat, dan tepat waktu. Hal itu diperlukan bagi pihak investor 
dalam pengambilan keputusan terhadap resiko dan keuntungan 
yang akan diperoleh dari investasinya. 
b. Dapat Dipertanggungjawabkan 
Corporate governance diharapkan perusahaan dalam 
mengelola perusahaan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk 
kepentingan bersama, baik untuk pemegang saham maupun 
pengelola saham. Akan tetapi terkadang dalam perusahaan terdapat 
konflik kepentingan sehingga menguntungkan salah satu pihak dan 
merugikan kepada pihak lain. 
c. Kejujuran  
Prinsip kejujuran berarti perusahaan harus memberikan 
kepastian kepada pihak investor mengenai hak-haknya dalam 
kepemilikan. Serta pihak perusahaan harus memberikan informasi 
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yang jelas mengenai sistem dari aturan dan  hukum yang dijalankan 
oleh perusahaan dalam menjamin hak-hak investor.  
d. Sustainability 
Prinsip sustainability pada tata kelola perusahaan ini berarti 
perusahaan ketika mendapatkan keuntungan maka harus 
memperhatikan terhadap keadaan lingkungan, memperhatikan 
hukum, memperlakukan pekerja dengan adil, dan menjadi anggota 
perusaahn yang baik. Hal itu untuk memberikan keuntungan bagi 
pihak stakeholder (Sutedi, 2011: 10-12).  
3. Mekanisme Good Corporate Governance 
 Menurut Al Daoud et al (2015) mekanisme good corporate 
governance yang diterapkan oleh setiap perusahaan memainkan peran 
penting untuk mengurangi permasalahan asimetri informasi yang sering 
terjadi antara pihak manajemen (agent) dan pemegang saham (principal). 
Sehingga dapat meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
Adapun mekenisme good corporate governance terbagi menjadi dua yaitu, 
internal perusahaan dan eksternal perusahaan.  
Internal perusahaan meliputi pemegang saham, direksi, dewan 
komisaris, manajer, karyawan, dan komite audit. Sedangkan eksternal 
perusahaan meliputi undang-undang, investor, institusi penyedia 
informasi, akuntan publik, pemberi pinjaman, dan lembaga yang 
mengesahkan legalitas (Sutedi, 2011: 41-42). 
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2.1.6 Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam 
 Good corporate governance pada dasarnya sudah ada terlebih dahulu 
dalam Islam. Karena semua nilai, isi, dan tujuan good corporate governance 
sudah dijelaskan dalam Al-quran dan Hadist. Namun, penjelasan sumber-sumber 
Islam itu tidak terhimpun menjadi satu melainkan berpencar-pencar. Akan tetapi 
sumber-sumber tersebut tidak saling bertentangan melainkan saling mendukung 
dan memperkuat (Nalim, 2009). 
 Menurut Choudhury & Hoque (2006) landasan teori dan filosofi dari 
corporate governance merupakan gabungan antara ekonomi Islam dan perspektif 
kelembagaan. Selain itu menurut Tapanjeh (2009) prinsip dari corporate 
governance dalam perspekti Islam memiliki jangkauan yang lebih luas dan tidak 
ada pemisahan antara tugas dan tanggung jawab dalam semua tindakan dengan 
hukum Islam. 
 Menurut Larbsh (2015) prinsip-prinsip dalam good corporate governance 
dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut: 
1. Accountability  
 Accountability telah dijelaskan dalam ajaran Islam bahwa apapun 
yang dlakukan oleh manusia akan dipertanggung jawabkan. Hal tersebut 
berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 284: 
ا  ِِللَّ  ُا  للَّؤاِِوباْمُكْبِسنَُيُاُهوُفُْتُاَْوأاْمُكِسُفْتََأافِانََاؤوُدْبُت اْنِإَواِضْرَْلْؤافِانَََواِتؤَونَم سلؤافِانََ
اٌريِدَقاٍءْيَشا ِّلُكاٰىَلَعُا  للَّؤَواُءنَشَيا َْ ََ اُب
ِّذَِعُتيَواُءنَشَيا َْ َمِلاُرِفْغَتيَتف 
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Artinya: Kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau 
kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang 
perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia 
kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 
Surat Ibrahim ayat 51:  
ِابنَسِْلْٱاُعِيرَساَ للَّٱا نِإاۚاْتَبَسَكان َاٍسْفَتَا لُكُا  للَّٱاَِىزْجَِيل 
Artinya: Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang 
terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat 
hisab-Nya. 
  Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa apapun yang 
dilakukan oleh umat manusia termasuk dalam pelaporan keuangan 
perusahaan akan dipertanggung jawabkan. Sehingga dalam ajaran Islam, 
pelaporan keuangan harus akuntabilitas untuk mengetahui secara jelas 
fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban perusahaan untuk 
mendorong perusaahaan dalam pengelolaannya dapat berjalan dengan 
efektif. 
2. Transparency 
 Dalam Islam juga menjelaskan bahwa dalam hal transaksi harus 
diungkapkan dengan jujur, dan melaksanakan kewajibannya dengan benar. 
Hal tersebut berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 282: 
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ا ٌٌۢبِتنَكااْامُكَن ْتي تبابَُْكَيْلَواۚاُهوُبُتَْكَٱفاىًّمَسَُّاٍلَجَأاٰأَلِإاٍَ ْيَدِبامََُنيؤَدَتاؤَذِإا۟ؤأوُتن ََ ؤَءا ََ يِذِ لٱانَهُّتَي َٰأيَ
اِق ََتيْلَوا ُّقَْلْٱاِوْيَلَعاىِذِ لٱاِلِلْمُيْلَواْبَُاْكَيْلَتفۚاُا  للَّٱاُوَم لَعانَمَكاَبَُْكَيانَأاٌبِتنَكاَبَْيَاَلََوۚااِلْدَعْلِٱب
 ۚۚا اًن تْيَشاُوْن َِاْسَخْبَتياَلََواُو بَراَ للَّٱ 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. 
 Surat An-Naml ayat 25: 
َانوُنِلْعُت ان َََواَنوُفُْتُانََاُمَلْعَتيَواِضْرَْلْٱَواِت َٰو َٰم سلٱاِفِاَءْبَْلْٱاُِجرُْيُاىِذِ لٱا  ِِللَّا۟ؤوُدُجْسَيا  لََأ 
Artinya: Agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa 
yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa 
yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. 
  Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah mengetahui 
segala sesuatu yang disembunyikan oleh mahkluknya termasuk mengenai 
pelaporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang merupakan 
bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap pihak stakeholder 
sehingga dalam ajaran Islam penyampaian laporan keuangan harus 
transparan yang berarti informasi yang disampaikan akurat dan tepat 
waktu termasuk mengenai kinerja perusahaan, kepemilikan saham, dan 
tata kelola perusahaan.  
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3. Responsibility 
  Prinsip responsibility dalam perspektif Islam dijelaskan dalam 
Surat Al-Anfal ayat 27 
َانوُمَلْعَت اْمَََُأَواْمُكَِ َٰن ََٰ َأا۟ؤأوُت َوَُتَُواَلوُس رلٱَواَ للَّٱا۟ؤُو َوَُتُاَلَا۟ؤوُنََ ؤَءا ََ يِذِ لٱانَهُّتَي َٰأيَ 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedang kamu mengetahui. 
 Bentuk responsibility dalam Islam salah satu contohnya yaitu 
Zakat. Karena Zakat merupakan tanggung jawab sosial sesama manusia. 
Seperti dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 110: 
اَنبِاَوتا للؤا نِإۗااِوت للؤاَدنِعاُهوُدَِتَاٍْيَْخا َْ َِّ امُكِسُفََِلْاؤوَُ ِّدَقُت انَََوۚااَةنَك زلؤاؤُوتآَواَةَلَ صلؤاؤوُميَِقأَو
ٌايِْصَباَنوُلَمْعَت  
Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa 
saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan 
mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha 
Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. 
 Berdasarkan ayat diatas, zakat merupakan tanggung jawab sosial 
sesama manusia. Karena dalam ajaran Islam, kekayaan yang dimiliki oleh 
setiap manusia itu terdapat hak-hak orang lain. Sehingga setiap orang 
Islam harus mengeluarkan zakat untuk memberikan hak-hak orang lain 
dari riski yang diperoleh. 
 Hal tersebut sama dengan prinsip responsibility dalam good 
corporate governance. Prinsip responsiblity dalam ajaran Islam yaitu 
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setiap perusahaan harus memastikan pengelolaan peusahaan berjalan 
sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut 
untuk memastikan bahwa perusahaan memperhatikan hak-hak stakeholder 
perusahaan. 
4. Fairness 
 Ajaran Islam sudah menjelaskan mengenai fairness atau keadilan 
bahwa dalam kehidupan bermasyarakat harus bersifat adil, termasuk dalam 
pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti 
dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 159 
اْمُهْاتنَعاُفْعَٱفاۖاَكِلْوَحا َْ َِا۟ؤوُّضَفََٱلاِبْلَقْلٱاَظيِلَغانًّظَفاَتنُكاْوَلَوۖااُْمَلَاَتِنلا  ِللَّٱا ََ
َِّاٍةَْحَْرانَمَِبف
َاينِلِّكاَوَاتَُمْلٱا ُّبُِيُاَ للَّٱا نِإاۚا  ِللَّٱاىَلَعاْل َكوَتََتفاَت ََْزَعاؤَذَِإفۖااِر ََْْلْٱاِفِاْمُىْرِونَشَواُْمَلَاْرِفْغَتَْسٱَو 
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya. 
Surat An-Nisa ayat 58: 
ا نِإاۚاِلْدَعْلِٱبا۟ؤوُمُكَْتَانَأاِسن نلٱا َْينَتبامَُْمَكَحاؤَذِإَوانَهِلَْىأاٰأَلِإاِت َٰن َََْٰلْٱا۟ؤوُّدَؤُت انَأاْمُاُكرََُْيَاَ للَّٱا نِإ
ًؤيِْصَبان ًٌۢعي َِسَاَننَكاَ للَّٱا نِإۗاا أۦِِوبامُكُظَِعيان مِِعََا  للَّٱ 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
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menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 
 Surat Al-Hujarat ayat 9: 
َاْينِطِسْقُمْلؤا ُّبُِيُاَ للَّؤا نِإْاؤُوطِسَْقأَو 
Artinya: Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berlaku adil. 
 Berdasarkan ayat diatas, maka prinsip keadilan dalam good 
corporate governance harus diperhatikan oleh perusahaan. Prinsip 
keadilan dalan perusahaan berhubungan dengan perlindungan hak 
pemegang saham dan perlakuan yang sama antara pemegang saham 
mayoritas dan pemegang saham yang minoritas.  
 Prinsip-prinsip yang terdapat pada good corporate governance 
seperti accountability, transparency, responsibility, dan fairness pada 
dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hanya saja prinsip good 
corporate governance dalam perspektif Islam lebih luas karena adanya 
prinsip muamalah seperti amanah, fathanah, tabligh, istiqamah, dan 
khilafah (Juliardi, 2015). 
2.1.7 Ukuran Dewan Direksi 
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/ 2014 
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan 
direksi adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab 
dalam kepengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan serta mewakili 
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perusahaan baik dari dalam pengadilan maupun luar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan anggaran yang ditentukan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa 
jumlah dewan direksi bagi setiap perusahaan publik minimal dua orang anggota. 
Dan satu anggota menjabat sebagai direktur utama atau presiden direktur.  
Adapun tugas dewan direksi berdasarkan peraturan OJK No. 33/ POJK.04/ 
2014 yaitu menjalankan dan bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan 
Publik untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai kesepakatan bersama, 
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya, menjalankan tugas harus 
memiliki itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, membentuk 
komite untuk membantu tugas dewan direksi. Selain itu, tugas dewan direksi yaitu 
melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. 
2.1.8 Komite Audit Independen  
Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit merupakan 
suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh 
dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses 
pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari 
tata kelola perusahaan (Effendi, 2009: 25). Di Indonesia komite audit di setiap 
perusahaan publik sudah diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 
55/ POJK.04/ 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite 
audit.  
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa komite audit independen yaitu 
komite audit yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan. Adapun 
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beberapa tugas komite audit berdasarkan peraturan tersebut yaitu melakukan 
penelaahan pada laporan keuangan perusahaan, melakukan penelaahan pada 
kegiatan perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 
memberikan pendapat yang bersifat independen jika terjadi perbedaan pendapat 
antara manajemen dan Akuntan atas jasanya terhadap perusahaan. 
Selain itu, di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/ 
POJK.04/ 2015 disebutkan bahwa jumlah komite audit yaitu tiga anggota. Satu 
anggota dari dewan komisaris sebagai ketua komite audit dan dua anggota 
merupakan komite audit independen. Komite audit independen ini diharapkan 
dalam menjalankan tugas tidak memiliki kepentingan dalam hubungan antara 
komite audit dengan perusahaan, komite audit dengan dewan komisaris, maupun 
komite audit dengan pemegang saham (Effendi, 2009: 34). 
2.1.9 Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusioanl merupakan kepemilikan saham oleh pihak 
institusi atau lembaga yang mengelola keuangan seperti asuransi, perusahaan 
investasi, daninstitusi lainnya. Institusi memiliki tujuan yang tinggi untuk 
mendapatkan investasi yang tinggi sehingga mendorong institusi untuk 
menyerahkan kepada suatu devisi untuk mengelola investasinya. Sehingga 
investor institusional dapat lebih mengawasi tindakan manajemen (Lastansi, 
2004).  
 Kepemilikan institusional memegang peran penting untuk terwujudnya 
good corporate governance. Karena investor institusional akan lebih memilih 
kepada perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Agar saham 
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yang dipegang oleh perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan bisa 
lebih meningkat dan dapat mengurangi adanya biaya yang dikeluarkan untuk 
mengawasi manajamen (Pangeran, 2016).  
 Kepemilikan institusional juga dinilai mampu dalam mengatasi masalah 
asimetri informasi yang sering terjadi antara pihak pemegang saham (principal) 
dan manajemen (agen). Dengan jumlah investor institusional yang tinggi maka 
pengawasan kepada pihak manajemen juga akan meningkat sehingga manajemen 
akan terfokus kepada kinerja perusahaan untuk memberikan timbal balik (return 
saham) kepada pihak pemegang saham (Salipadang et al, 2017). 
2.1.10 Dewan Komisaris Independen 
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/ 2014, 
dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari 
luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris 
independen. Adapun tugas dewan komisaris berdasarkan Peraturan tersebut yaitu 
melakukan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan 
kepengurusan, dan jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai 
perusahaan maupun usaha perusahaan, serta memberikan nasehat kepada dewan 
direksi.  
Selain itu, dewan komisaris dapat membentuk komite untuk membantu 
dewan komisaris menjalankan tugasnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
33/ POJK.04/ 2014 juga menyebutkan bahwa dewan komisaris independen bagi 
setiap perusahaan publik wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota 
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Tabel berlanjut. . . 
dewan komisaris. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dewan 
komisaris dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik. 
2.2  Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 2.1 
Penelitian yang Relevan 
Variabel 
Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Saran Peneliti 
Direksi 
independen, 
ukuran direksi, 
dewan keahlian 
dan 
pengetahuan, 
pengalam 
dewan, dualitas 
CEO, dan rapat 
dewan terhadap 
ketepatwaktuan 
pelaporan 
keuangan. 
 
 
 
(Appah & 
Emeh., 
2013). 
Metode 
yang 
digunakan 
yaitu metode 
dokumentasi 
berupa 
laporan 
tahunan dan 
laporan 
keuangan 
perusahaan 
periode 
2007-2011. 
Sampel 
perusahaan 
yaitu 35 
perusahaan 
yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Nigeria.  
 
Direksi independen, ukuran 
direksi, dewan keahlian dan 
pengetahuan, pengalam 
dewan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan. Sedangkan 
dualitas CEO, dan rapat 
dewan tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan. 
 
 
Peneliti 
merekomendasikan 
bahwa perusahaan 
dalam penelitian ini 
harus memastikan 
tata kelola 
perusaahn dalam 
sehari-hari untuk 
menunjang tujuan 
jangka pendek, 
menengah, dan 
panjang. Dan 
pemerintah harus 
memastikan bahwa 
badan pengawas 
berjalan dengan 
baik untuk 
mematuhi 
peraturan yang 
berlaku. Selain itu, 
integritas, 
objektivitas, dan 
kewajaran harus 
diterapkan dalam 
menjalankan usaha 
perusahaan agar 
kebutuhan laporan 
keuangan dapat 
dicapai oleh 
pengguna. 
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Lanjutan Tabel 2.1 
Tabel berlanjut. . . 
Variabel  
 
Kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 
komisaris 
independen,  
dan komite 
audit terhadap 
ketepatwaktuan 
penyampaian 
laporan 
keuangan. Dan 
ketepatwaktuan 
penyampaian 
laporan 
keuangan 
terhadap return 
saham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
 
(Salipadang, 
Robert, & 
Beauty., 
2017). 
Metode 
dokumentasi 
yaitu berupa 
laporan 
keuangan 
dan laporan 
tahunan 
periode 
2015-2016. 
Sampel 
perusahaan 
yaitu 53 
perusahaan 
manufaktur 
yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia 
tahun 2015-
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Penelitian 
 
Kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional 
memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
ketepatwaktuan 
penyampaian laporan 
keuangan. Komisaris 
independen dan komite audit 
memiliki pengaruh namun 
tidak signifikan terhadap 
ketepatwaktuan 
penyampaian laporan 
keuangan. ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan 
memiliki pengaruh negtif 
dan signifikan terhadap 
return saham. Kepemilkan 
manajerial, Komisaris 
independen, dan komite 
audit memiliki pengaruh 
positif namun tidak 
signifikan terhadap nilai 
return saham. 
Kepemilkan institusional 
memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap nilai 
return saham. Ketepatan 
waktu penyampaian laporan 
keuangan tidak memediasi 
hubungan antara ke 
pemilikan manajerial, 
komisaris independen, dan 
komite audit  terhadap return 
saham. Ketepatan waktu 
penyampaian laporan 
keuangan memediasi 
hubungan antara 
kepemilikan institusional 
terhadap return saham. 
 
 
Saran Peneliti 
 
Penelitian dimasa 
mendatang dapat 
menambah periode 
penelitian dan 
menambah variabel 
lain seperti struktur 
kepemilikan, 
karakteristik dewan 
komisaris, dan 
komite audit. 
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Lanjutan Tabel 2.1 
 
2.3 Kerangka Berfikir 
Agar lebih memahami tujuan penelitian berikut gambaran mengenai 
hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut kerangka 
berfikir pada penelitian ini: 
 
Variabel 
 
Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
 
Hasil Penelitian 
 
Saran Peneliti 
Keahlian 
keuangan 
komite audit, 
Independensi 
komite audit, 
Ukuran komite 
audit, Komite 
audit 
ketekunan, dan 
otoritas komite 
audit terhadap 
kualitas laporan 
keuangan. 
Variabel 
kontrol ukuran 
perusahaan, 
spesialis 
auditor, opini 
audit, 
perubahan 
auditor, Return 
of asset (ROA), 
kepemilikan 
saham klien.  
 (Ahmed 
Atef Oussii, 
dan Neila 
Boulila 
Taktak, 
2016). 
Metode 
dokumentasi 
laporan 
tahunan dan 
laporan 
keuangan. 
Sampel 54 
perusahaan 
yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Tunisia. 
 
 
 
 
 
Temuan penelitian ini 
mengungkapkan bahwa 
proporsi keahlian keuangan 
komite audit memiliki 
hubungan dengan 
ketepatwaktuan laporan 
keuangan perusahaan yang 
terdaftar Tunisia. Namun, 
komite audit independen, 
otoritas komite audit, dan 
ukuran komite audit tidak 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
ketepatwaktuan laporan 
keuangan.  
 
 
Penelitian 
selanjutnya 
diharapkan dapat 
lebih fokus 
terhadap keahlian 
keuangan komite 
audit dan dapat 
menambah 
variabel. 
mempertimbangkan 
model non-linear 
dalam analisis data.  
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2.4 Hipotesis 
Berikut beberapa hipotesis pada penelitian ini: 
2.4.1 Ukuran Dewan Direksi dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan. 
 Ukuran dewan direksi dinilai mampu untuk mengatasi asimetri informasi 
yang sering terjadi antara pihak menejemen (agent) dan pemegang saham 
(principal) sehingga dapat meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
Dengan jumlah dewan direksi kurang dari delapan anggota dinilai akan 
berdampak negatif bagi ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Dan bagi 
perusahaan yang memiliki dewan direksi delapan anggota bahkan lebih maka 
akan berdampak positif dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Alsmady, 
2018). 
 Ukuran dewan direksi termasuk bagian mekanisme good corporate 
governance yang dinilai mampu mengurangi masalah asimetri informasi. Karena 
ukuran dewan direksi yang cukup akan berdampak positif pada pengendalian 
Ukuran dewan direksi (X1) 
Komite audit independen (X2) Ketepatwaktuan 
pelaporan 
keuangan (Y) 
H1 
H2 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
Kepemilikan institusional (X3) 
H3 
Dewan Komisaris Independen (X4) 
H4 
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internal perusahaan yang dapat meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan (Al Daoud et al, 2015). 
 Sehingga sudah sepatutnya ukuran dewan direksi untuk diperhatikan oleh 
setiap perusahaan publik Hal tersebut didukung oleh penelitian Al Daoud et al 
(2015) dan Appah & Emeh (2013) yang menghasilkan bahwa ukuran dewan 
direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan. 
 Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut: 
H1 : Ukuran Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan. 
2.4.2 Komite Audit Independen dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan. 
 Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NO. 55/ POJK.04/ 2015 
tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, setiap 
perusahaan harus memiliki komite audit yang independen atau komite audit yang 
berasal dari luar perusahaan.   
 Adanya komite audit independen maka akan meningkatkan kualitas 
laporan keuangan. Komite audit yang bertugas dalam mengawasi jalannya 
perusahaan dapat menghindari dari kesalahan penyusunan laporan keuangan. 
Sehingga dengan terhindarnya salah saji dalam penyusunan laporan keuangan 
maka akan mempercepat dalam penyampaian laporan keuangan (Oliver & 
Ofoegbu, 2017). 
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 Hal tersebut didukung oleh penelitian Ozoanogbo et al (2016) yang 
menghasilkan bahwa komite audit independen memiliki pengaruh positif terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai 
berikut: 
H2 : Komite audit independen memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan. 
2.4.3 Kepemilikan Institusional dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan 
 Kepemlikian oleh pihak institusional dinilai mampu untuk memonitoring 
manajemen sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. 
Selain itu, kepemilikan institusional dinilai dapat mempengaruhi pengambilan 
keputusan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama 
antara pemilik saham dan manajemen perusahaan (Budiasih & Saputri, 2014). 
 Adanya proporsi kepemilikan institusional yang besar maka akan 
mendorong perusahaan untuk memperhatikan kepada pihak pemegang saham 
sehingga akan fokus terhadap kinerja perusahaan untuk mendapat keuntungan 
untuk memberikan return saham yang tinggi kepada pihak pemegang saham. 
Selain itu dengan adanya pengawasan kontrol dari pihak investor institusional 
dapat menghindari adanya asimetri informasi yang sering terjadi antara 
manajemen dan pemegang saham sehingga akan meningkatkan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan (Salipadang et al, 2017). 
 Adanya pengawasan dari pihak investor institusional selain dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan, juga dapat mendorong perusahaan agar tepat 
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waktu dalam penyampaian laporan keuangan (Bulo et al, 2016). Hal tersebut 
didukung oleh penelitian Salipadang et al (2017) yang menghasilkan bahwa 
kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan.  
 Berdasarkan hal tersebut maka ditarik hipotesis sebagai berikut: 
H3 :  Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan. 
2.4.4 Dewan Komisaris Independen dan Ketepatwaktuan Pelaporan 
Keuangan 
 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/ 2014, 
tugas dewan komisaris yaitu mengawasi terhadap kebijakan perusahaan dan 
jalannya kepengurusan perusahaan. Dengan pengawasan dari dewan komisaris 
diharapkan perusahaan akan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan 
perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Dewan komisaris 
independen dinilai mampu untuk meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan.  
 Dengan dewan komisaris independen yang semakin tinggi maka akan 
lebih banyak mendapatkan masukan untuk pengelolaan perusahaan dengan 
memperhatikan kepentingan berbagai pihak termasuk pihak pemegang saham. 
Sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama antara pihak 
perusahaan dan pemegang saham (Setyaningsih, 2015).  
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Berdasarkan hasil penelitian Setyaningsih (2015) menunjukkan bahwa 
dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  
 Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  
H4 : Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
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 BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1      Jenis  Penelitian 
Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kausalitas dimana jenis kausalitas 
ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen terhadap variabel 
dependen memiliki pengaruh, hubungan, dan dampak variabel atau tidak 
(Chandrarin, 2017: 98). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas 
karena sesuai dengan tujuan utama pada penelitian ini yaitu untuk menguji 
pengaruh ukuran dewan direksi, komite audit independen, kepemilikan 
institusional, dan dewan komisaris independen terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan.  
 3.2     Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel  
Penelitian ini populasinya yaitu 41 perusahaan yang terdaftar di Jakarta 
Islamic Index (JII) periode 2015 sampai dengan periode 2017. Periode yang 
digunakan pada penelitian ini sampai tahun 2015-2017 karena data tersebut 
merupakan data dengan periode terbaru. 
Adapun sampel pada penelitian ini yaitu 17 perusahaan yang terdaftar di 
Jakarta Islamic Index (JII) periode tahun 2015-2017. Metode pemilihan sampel 
pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling, agar sampel 
bisa digunakan oleh penelitian sesuai dengan kriteria tertentu. Berikut kriteria-
kreteria dalam pemilihan sampel pada penelitian ini: 
1. Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) secara terus 
menerus mulai tahun 2015-2017. 
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2. Perusahaan yang melaporkan laporan tahunan atau annual report secara 
terus menerus mulai tahun 2015-2017. 
3. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahunan kepada publik di 
bursa efek indonesia periode 2015-2017. 
4. Memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti komite audit 
independen, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan. 
Tabel 3.1 
Teknik Sampel Perusahaan 
Kriteria Jumlah 
Perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index periode 2015-
2017 
41 
Perusahaan yang tidak konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index 
untuk periode 2015-2017 
(20) 
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahuanan ke publik untuk 
periode 2015-2017 
(0) 
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan tahunan ke 
publik di BEI untuk periode 2015-2017 
(0) 
Perusahaan yang tidak memiliki data yang dibutuhkan dalam 
penelitian yaitu data kepemilikan institusional. 
(4) 
Total sampel 17 
Sumber: Data olahan 2019 
3.3      Data dan Sumber Data 
Data sekunder merupakan data yang digunakan pada penelitian ini karena 
data penelitian diperoleh tidak secara langsung terhadap perusahaan akan tetapi 
diperoleh dari pihak perusahaan atau lembaga dengan cara mendownload data 
pada wabsite tertentu (Chandrarin, 2017: 124). Adapun sumber data sekunder 
penelitian didapat dari www.idx.co.id,  dan situs web perusahaan. Adapun data 
sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 
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1. Data waktu penyampaian laporan keuangan tahunan periode 2015-2017 di 
Bursa Efek Indonesia untuk mengukur variabel dependen yaitu 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
2. Data dari laporan tahunan periode tahun 2015-2017 untuk mengukur 
variabel independen yaitu ukuran dewan direksi, komite audit independen, 
kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. 
3.4       Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 
yaitu metode pengumpulan data-data yang dibutuhkan pada penelitian seperti 
laporan keuangan dan laporan tahunan dengan cara mendownload dari website 
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan dari website perusahaan. 
3.5       Variabel Penelitian 
Penelitian ini memiliki dua jenis variabel yang digunakan, yaitu: 
1. Variabel Dependen (Y) 
 Variabel dependen adalah variabel pokok yang menjadi acuan pada 
penelitian (Chandrarin, 2017: 83). Variabel dependen juga biasanya 
disebut variabel terikat. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
2. Variabel Independen (X) 
Variabel independen adalah variabel yang dinilai memiliki 
pengaruh terhadap variabel dependen (Chandrarin, 2017: 84). Variabel 
independen biasa disebut juga variabel bebas. Variabel independen yang 
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diguanakn pada penelitian ini yaitu ukuran dewan direksi (X1), komite 
audit independen (X2), kepemilikan institusional (X3), dan dewan 
komisaris independen (X4).  
   3.6       Definisi Operasional Variabel 
3.6.1    Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan 
 Ketepatwaktuan pelaporan keuangan merupakan variabel dependen pada 
penelitian ini. Mengacu penelitian Sanjaya & Wirawati (2016) pengukuran 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan menggunakan variabel dummy. Sesuai 
dengan peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-431/BL/2012 yang 
keumdian diganti dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 
29/POJK.04/2016 yang berlaku mulai tahun buku 2017.  
 Berdasarkan peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-
431/BL/2012 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.04/2016, 
pelaporan keuangan perusahaan tahunan wajib disampaikan kepada publik 
sebelum akhir bulan April. 
 Pengukuran ketepatwaktuan pelaporan keuangan yaitu skor 1 diberikan 
kepada perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahunan sebelum akhir 
bulan April. Skor 0 diberikan kepada perusahaan yang melaporkan laporan 
keuangan tahuanan kepada publik setelah akhir bulan April. Data ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan dapat dilihat pada tanggal penyampaian laporan keuangan 
tahunan yang tertera di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan dilambangkan dengan TIMELESS.  
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3.6.2 Ukuran Dewan Direksi 
 Variabel Ukuran dewan direksi mengacu pada penelitian Appah & Emeh 
(2013). Adapun pengukurannya yaitu jumlah dewan direksi yang terdapat pada 
suatu perusahaan. Data ukuran dewan direksi dapat dilihat pada laporan tahunan 
perusahaan bagian profil dewan direksi. Kemudian ukuran dewan direksi 
dilambangkan dengan BSIZE. 
3.6.3 Komite Audit Independen 
Variabel komite audit independen mengacu pada penelitian Oussii & 
Boulila (2018). Adapun pengukurannya yaitu persentase komite audit independen 
terhadap jumlah komite audit yang terdapat pada perusahaan. Data komite audit 
independen dapat dilihat pada laporan tahunan perusahaan bagian profil komite 
audit. Kemudian komite audit independen dilambangkan dengan INDEP. 
3.6.4   Kepemlikan Institusional 
Variabel kepemilikan institusional mengacu pada penelitian Salipadang et 
al (2017). Adapun pengukurannya yaitu persentase saham yang dimiliki oleh 
investor institusional. Kepemilikan institusional berupa persentase kepemilikan 
oleh pihak perusahaan yang memiliki mutual funds, investmen banking, asuransi, 
dana pensiun, reksadana, pemerintah, dan bank (Salipadang et al, 2017). Data 
kepemilikan institusional dapat diperoleh pada laporan tahunan perusahaan pada 
bagian komposisi pemegang saham. Kemudian kepemilikan institusional pada 
penelitian ini dilambangkan dengan KI. 
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3.6.5 Dewan Komisaris Independen 
Dewan komisaris independen pada penelitian ini mengacu pada penelitian 
Rivandi & Gea (2018). Untuk pengukurannya yaitu persentase jumlah dewan 
komisaris independen terhadap dewan komisaris yang terdapat pada perusahaan. 
Data ukuran dewan komisaris independen dapat dilihat pada laporan tahunan 
perusahaan pada bagian profil dewan komisaris. Kemudian ukuran dewan 
komisaris independen dilambangkan dengan KINPDN. 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
NO VARIABEL PENGUKURAN SKALA 
1 Ketepatwaktuan 
Pelaporan Keuangan 
(Variabel Dependen) 
Skor 1 untuk perusahaan yang tepat 
waktu. Skor 0 untuk perusahaam yang 
tidak tepat waktu (Sanjaya & 
Wirawati, 2016). 
Nominal 
2 Ukuran Dewan 
Direksi (Variabel 
Independen). 
Jumlah dewan direksi yang terdapat 
pada perusahaan (Appah & Emeh, 
2013). 
Rasio 
3 Komite Audit 
Independen (Variabel 
Independen). 
Persentase komite audit independen 
terhadap jumlah komite audit di 
perusahaan (Oussii & Taktak, 2018). 
Rasio 
4 Kepemilikan 
Institusional (Variabel 
Independen). 
Persentase saham yang dimiliki oleh 
investor institusional (Salipadang et al., 
2017) 
Rasio 
5 Dewan Komisaris 
Independen (Variabel 
Independen). 
Persentase jumlah dewan komisaris 
independen terhadap dewan komisaris 
yang terdapat pada perusahaan 
(Rivandi & Gea, 2018). 
Rasio 
 
3.7      Teknik Analisis Data 
 Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik dengan 
menggunakan apliksai program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 25. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik karena pengukuran 
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variabel dependen yaitu ketepatwaktuan pelaporan keuangan menggunakan 
dummy. Dalam teknik analisis data ini terdapat beberapa langkah yang perlu 
dilakukan terlebih dahulu, yaitu: 
3.7.1 Statistik Deskriptif 
 Statistik deskriptif bertujuan untuk menguji dan menjelaskan karakteristik 
dari setiap sampel yang digunakan dengan melihat rata-rata (mean), standar 
deviasi, maksimum, dan minimum. Hasil uji ini juga berupa penjelasan dari hasil 
yang terdapat pada tabel tersebut (Chandrarin, 2017: 139).  
3.7.2 Uji Hipotesis 
 Pada penelitian ini menggunakan uji regresi logistik. Terdapat beberapa 
tahapan dalam uji regresi logistik, yaitu: 
1. Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 
  Menilai keseluruhan model (Overall Model Fit) dapat dilihat 
dengan membandingkan nilai -2 Log Likelihood (2LL) (Block Number= 
0) pada saat sebelum dimasukkan konstanta dan variabel independen 
dengan nilai  -2 Log Likelihood (2LL) pada akhir (Block Number= 1) 
setelah dimasukkan konstanta dan variabel independen. Jika nilai -2 Log 
Likelihood (Block Number= 1) lebih kecil, maka keseluruhan model 
menunjukkan model regresi yang baik. Penurun log likehood tersebut 
menunjukkan model semakin baik (Ghozali, 2009). 
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2. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 
   Mengetahui seberapa besar proporsi variabel independen mampu 
menjelaskan variabel dependen maka dapat menggunakan uji Nagelkerke 
R Square. Uji ini merupakan modifikasi dari nilai R2 pada regresi 
berganda. Asumsi yang digunakan pada uji ini yaitu semakin mendekati 
angka satu maka menunjukkan bahwa variabel independen semakin bisa 
menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). 
3. Uji Kelayakan Model Regresi 
   Uji kelayakan model bisa diketahui dengan Hosmer and 
Lemeshow‟s Goodness of Fit. Uji ini untuk mengetahui bahwa data sudah 
cocok atau sesuai dengan model penelitian sehingga dapat dikatakan 
bahwa model penelitian ini sudah fit. Asumsi yang digunakan pada uji ini 
yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model 
penelitian ini dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya 
(Ghozali, 2009). 
4. Uji Multikolinieritas 
  Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar 
variabel independen (Winarno, 2015: 5.1). Dalam penelitian ini uji 
multikolinearitas menggunakan tolerance (TOL) dan variance inflation 
factor (VIF). Adapun asumsi pada uji ini yaitu jika nilai tolerance > 0,01 
atau nilai VIF < 10  maka telah terjadi multikolinearitas dalam model 
regresi. 
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3.7.3 Uji Regresi Logistik 
 Penelitian ini menggunakan uji regresi logistik karena variabel dependen 
pada penelitian ini menggunakan variabel dummy. Adapun variabel independen 
pada penelitian ini yaitu: ukuran dewan direksi, komite audit independen, 
kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Persamaan regresi 
logistik yang dibentuk pada penelitian ini yaitu: 
Ln  
  
    
 =  α + β1 BSIZE + β2 INDEP + β3 KI + β4 KINPDN + ε 
Keterangan: 
Ln  
  
    
  = Nilai 1 untuk perusahaan yang tepat waktu dalam 
penyampaian laporan keuangan tahunan. Dan nilai 0 untuk 
perusahaan yang tidak tepat waktu. 
 α   = Konstanta 
 BSIZE  = Ukuran dewan direksi 
 INDEP  = Komite audit independen 
 KI  = Kepemilikan institusional 
 KINPDN = Dewan komisaris independen 
 ε   = Error term 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
 Pada penelitian ini objek penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di 
Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015-2017. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berupa laporan tahunan atau 
annual report perusahaan dan laporan keuangan tahunan. Data berupa laporan 
tahunan atau annual report dan laporan keuangan tahunan perusahaan diperoleh 
dari website http://www.idx.co.id. 
 Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan go public yang 
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) mulai tahun 2015 s.d 2017. Pada Jakarta 
Islamic Index (JII) ini perusahaan yang terdaftar akan di review setiap bulan Mei 
dan November, mengikuti jadwal review DES oleh Ojk. 
 Pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan 
direksi, komite audit independen, kepemilikan institusional dan dewan komisaris 
independen terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan dengan menggunakan 
dummy yaitu skor 1 untuk perusahaan yang tepat waktu dalam penyampaian 
laporan keuangan. Dan 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dalam 
penyampaian laporan keuangan. 
 Berikut tahapan seleksi sampel yang digunakan sebagai data penelitian 
berdasarkan kriteria: 
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Tabel 4.1 
Tahapan Sampel Sesuai Kriteria 
Kriteria Jumlah 
Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-
2017 
41 
Perusahaan yang tidak konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index 
periode 2015-2017 
(20) 
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahuanan ke publik 
periode 2015-2017 
(0) 
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan tahuanan ke 
publik periode 2015-2017 
(0) 
Perusahaan yang tidak memiliki data yang dibutuhkan dalam 
penelitian yaitu data kepemilikan institusional. 
(4) 
Jumlah tahun penelitian 3 
Total sampel 17 
Sumber: Data olahan  
Perusahaan yang konsisten terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 
2015-2017 terdapat 21 perusahaan. Akan tetapi terdapat 4 perusahaan yang tidak 
memiliki data yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu data kepemilikan 
institusional. Sehingga total sampel perusahaan yang digunakan yaitu 17 
perusahaan dan kemudian dikalikan 3 tahun penelitian sehingga terdapat 51 data 
penelitian. 
 4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
 Teknik analisis yang digunakan yaitu model regresi logistik untuk 
mencapai tujuan dari penelitian.. Karena variabel dependen pengukurannya 
menggunakan variabel dummy. 
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1.2.1 Statistik Deskriptif 
 Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS diperoleh 
statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini menjelaskan mengenai nilai minimum, 
nilai maximum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi untuk setiap variabel pada 
penelitian. Berikut hasil statistik deskriptif: 
Tabel 4.2 
Hasil Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
TIMELESS 51 0 1 ,92 ,272 
BSIZE 51 4 11 7,14 1,778 
INDEP 51 ,25 ,75 ,5806 ,13667 
KI 51 ,79 ,99 ,9604 ,04665 
KINPDN 51 ,29 ,80 ,4141 ,12508 
Valid N 
(listwise) 
51     
Sumber: Ouput SPSS 25 
 Berdasarkan tabel diatas, ketepatwaktuan pelaporan keuangan (Timeless) 
menunjukkan bahwa dari N(51) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 0 dan 
nilai terbesar (maximum) adalah 1. Nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan yaitu 0,92 dan 0,272.   
 Selain itu, dari hasil ouput analisis SPSS menunjukkan bahwa dari N(51) 
memiliki nilai terkecil (minimum) ukuran dewan direksi adalah 4 dan nilai 
tertinggi (maximum) ukuran dewan direksi adalah 11 dengan rata-rata (mean) 
7,14 dan standar deviasi 1,778. Kemudian dari hasil output analisis SPSS dari 
N(51) menunjukkan bahwa nilai terkecil (minimum) komite audit independen 
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Sumber: Output SPSS 25 
adalah 0,25 dan nilai terbesar (maximum) adalah 0,75 dengan nilai rata-rata 
(mean) 0,5806 dan standar deviasi 0,13667.  
 Hasil output analisis SPSS juga menunjukkan bahwa kepemilikan 
institsional dengan N(51) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 0,79 dan nilai 
terbesar (maximum) adalah 0,99 dengan nilai rata-rata (mean) 0,9604 dan standar 
deviasi 0,04665. Dari hasil output analisis SPSS menunjukkan bahwa N(51) nilai 
terkecil (minimum) dewan komisaris independen adalah 0,29 dan nilai terbesar 
(maximum) dewan komisaris independen 0,80 dengan nilai rata-rata (mean) 
0,4141 dan standar deviasi 0,12508. 
1.2.2 Hasil Uji Hipotesis 
Dalam uji regresi logistik terdapat beberapa tahapan, yaitu:  
1. Hasil Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit). 
 Pengujian uji keseluruhan model pada penelitian ini menggunakan 
overall model fit.  
Tabel 4.3 
Hasil Uji Kesesuaian Model 
 
Iteration History
a,b,c,d
 
Iteratio
n 
-2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant BSIZE INDEP KI KINPDN 
Ste
p 1 
1 30,374 1,802 -,037 -1,046 ,354 1,011 
2 27,208 2,792 -,094 -2,628 ,689 2,536 
3 26,804 3,676 -,155 -4,342 ,806 4,218 
4 26,776 4,016 -,180 -5,037 ,815 4,961 
5 26,776 4,039 -,182 -5,100 ,819 5,042 
6 26,776 4,039 -,182 -5,101 ,819 5,043 
Initial -2 Log Likelihood: 28,042 
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Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai -2 Log Likelihood 
awal sebesar 28,042. Setelah dimasukkan empat variabel, maka nilai -2 
Log Likelihood akhir mengalami penurunan sebesar 1,266 menjadi 
26,776. Penurunan ini menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian 
ini sudah baik atau model yang digunakan sudah fit dengan data. 
2. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 Nilai Negalkerke R Square digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar proporsi variabel independen dapat mempengaruhi variabel 
dependen.  
Tabel 4.4 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Ste
p 
-2 Log 
likelihood 
Cox & 
Snell R 
Square 
Nagelkerke 
R Square 
1 26,776
a
 ,025 ,058 
a. Estimation terminated at iteration number 6 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 
  Sumber: Output SPSS 25 
 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai Negelkerke R 
Square adalah sebesar 0,058 atau 5,8%. Hal ini berarti variabel independen 
yang digunakan pada penelitian ini bisa menjelaskan variabel dependen 
sebesar 5,8% sedangkan sisanya 94,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar 
penelitian. 
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3. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 
 Kelayakan model regresi yang digunakan pada penelitian ini dapat 
diketahui dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow‟s Goodness of Fit 
Test. Cara untuk mengetahui model layak atau tidak digunakan pada 
penelitian ini yaitu jika nilai signifikan > 0,05.  
Tabel 4.5 
Hasil Uji Kelayakan Model 
 
Hosmer and Lemeshow Test 
Ste
p 
Chi-
square 
df Sig. 
1 4,882 8 ,770 
Sumber: Output SPSS 25 
 Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai chi-square sebesar 4,882 
dengan signifikan (p) sebesar 0,770. Dengan nilai signifikansi > 0,05 yaitu 
0,770 maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dinilai mampu 
memprediksi nilai observasinya. 
4. Hasil Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
hubungan linear antar variabel independen (Winarno, 2015: 5.1). Pada 
penelitian ini uji uji multikolinearitas menggunakan tolerance (TOL) dan 
variance inflation factor (VIF). Asumsi pada uji multikolinearitas ini yaitu 
jika nilai VIF < 10 dan atau nilai Tolerance > 0,01 maka dapat  
disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.  
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 BSIZE ,501 1,996 
INDEP ,577 1,733 
KI ,849 1,177 
KINPDN ,660 1,515 
a. Dependent Variable: TIMELESS 
 Sumber: Ouput SPSS 25 
Berdasarkan output hasil SPSS pada tabel 4.6 dapat diketahui 
bahwa setiap variabel nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,01 sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak 
ada gejala multikolinearitas.   
4.2.3 Hasil Uji Regresi Logistik 
 Uji regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 
independen dan variabel dependen.  
Tabel 4.7 
Hasil Uji Regresi Logistik 
 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 
1
a
 
BSIZE -,182 ,436 ,174 1 ,676 ,834 
INDEP -5,101 6,818 ,560 1 ,454 ,006 
KI ,819 10,493 ,006 1 ,938 2,269 
KINP
DN 
5,043 7,093 ,505 1 ,477 154,90
7 
Consta
nt 
4,039 12,534 ,104 1 ,747 56,791 
a. Variable(s) entered on step 1: BSIZE, INDEP, KI, KINPDN. 
Sumber: Output SPSS 25 
54 
 
 
 
 Berdasrkan tabel 4.7 maka dapat diketahui hasil dari sautu model adalah 
sebagai berikut: 
TIMELESS = 4,039 - 0,182 (BSIZE) – 5,101 (INDEP) + 0,819 (KI) + 5,043 
(KINPDN) + ε 
 Berdasarkan tabel 4. Diatas dapat diketahui bahwa untuk variabel ukuran 
dewan direksi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,676. Hal ini berarti nilai 
signifikansi > α yaitu 0,676 > 0,05 artinya H1 yang menyatakan bahwa ukuran 
dewan direksi memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki 
pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan perusahaan yang tercatat 
di Jakarta Islamic Index (JII). 
 Variabel komite audit independen memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,454. Hal ini berarti nilai signifikansi > α = 0,454 > 0,05 artinya H2 yang 
menyatakan bahwa komite audit independen memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 
komite audit independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic 
Index (JII). 
 Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,938. Hal ini berarti nilai signifikansi > α = 0,938 > 0,05 artinya H3 yang 
menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). 
 Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,477. Hal ini berarti nilai signifikansi > α = 0,477 > 0,05 artinya H4 yang 
menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa 
dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data 
 Berdasarkan analisis regresi logistik, maka berikut ini penjelasan sebagai 
pembuktian hipotesis: 
1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan 
Keuangan perusahaan. 
 Berdasarkan analisis regresi logistik, ukuran dewan direksi 
memiliki koefisien regresi ke arah negatif sebesar 0,182 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,676 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan perusahaan. Alasan yang mendasar bahwa ukuran 
dewan direksi tidak mempengaruhi ketepatwaktuan pelaporan keuangan 
karena jumlah dewan direksi yang cukup belum tentu dapat mempercepat 
penyusunan laporan keuangan.  
 Dewan direksi pada suatu perusahaan harus bisa disesuaikan oleh 
kebutuhan dan situasi perusahaan harus diperhatikan tingkat keahliannya 
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untuk menunjang kinerja perusahaan sehingga. Dewan direksi yang 
memiliki tugas sebagai pelaku utama dalam operasional perusahaan akan 
lebih terfokus terhadap kinerja perusahaan.  
 Hal tersebut dikarenakan mendapat dorongan dari berbagai pihak 
termasuk investor untuk mengelola perusahaan dengan baik agar tujuan 
dari perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan data penelitian, PT Bumi 
Serpong Damai Tbk yang memiliki jumlah dewan direksi 8 orang pada 
tahun 2017 akan tetapi ternyata dalam penyampaian laporan keuangan 
masih melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan yang sudah 
ditentukan oleh Bapepam dan LK dan OJK.  
 Sehingga ukuran dewan direksi tidak menentukan perusahaan 
tersebut tepat waktu atau tidak dalam penyampaian laporan keuangan. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alsmady (2018) yang menyatakan 
bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
2. Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan 
Keuangan perusahaan. 
 Berdasarkan analisis regresi logistik, komite audit independen 
mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar 5,101 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,454 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
komite audit independen tidak memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Alasan yang mendasari yaitu 
dikarenakan keberadaan komite audit independen di perusahaan publik 
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hanya bersifat untuk memenuhi persyaratan dari pemerintah sesuai 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) N0. 55/ POJK.04/ 2015 tentang 
pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit.  
 Hal tersebut didukung oleh penelitian Widyaswari & Suardana 
(2014) yang menunjukkan bahwa komite audit independen tidak mampu 
mempengaruhi timeliness pelaporan keuangan pada perusahaan karena 
independensi komite audit masih diragukan. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa keberadaan komite audit di suatu perusahaan publik masih belum 
maksimal.  
 Dari data penelitian, PT PP Tbk pada tahun 2017 memiliki komite 
audit independen berjumlah 2 anggota dari 3 anggota komite audit, akan 
tetapi dalam penyampaian laporan keuangan telah melewati batas 
ketentuan penyampaian laporan keuangan dari Bapepam dan LK dan OJK. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini konsisten dengan hasil 
penelitian yang dilakukan Oussii & Boulila Taktak (2018) yang 
menyatakan bahwa komite audit independen tidak memiliki pengaruh 
terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan 
Keuangan perusahaan. 
 Berdasarkan analisis regresi logistik, kepemilikan institusional 
koefisien regresi kearah positif sebesar 0,819 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,938 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 
institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
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keuangan. Alasan yang mendasari, dikarenakan kepemilikan institusional 
masih kurang maksimal dalam mengawasi kinerja perusahaan untuk 
menciptakan informasi akuntansi yang akurat, benar, dan tepat waktu. 
Sehingga kepemilikan institusional tidak memiliki peran dalam 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
Selain itu, investor institusional akan lebih berfokus untuk 
mengawasi perusahaan dalam hal kinerja perusahaan untuk menghasilkan 
laba perusahaan. Karena investor institusional akan lebih berharap untuk 
mendapatkan return saham yang tinggi dari perusahaan. Dari data 
penelitian, PT Waskita Karya Tbk pada tahun 2015 memiliki persentase 
kepemilikan institusional sebesar 95% akan tetapi dalam penyampaian 
laporan keuangan masih tidak tepat waktu. Karena telah melewati batas 
ketentuan penyampaian laporan keuangan dari Bapepam dan LK dan OJK. 
 Sehingga dapat dikatakan ada tidaknya investor institusional tidak 
mempengaruhi ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan. Penelitian 
ini sejalan dengan penelitian Amelia (2017) yang menyatakan bahwa 
kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  
4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Ketepatwaktuan 
Pelaporan Keuangan perusahaan.  
 Berdasarkan analisis regresi logistik, dewan komisaris independen 
koefisien regresi ke arah positif sebesar 5,043 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,477 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris 
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independen tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan. Alasan yang mendasari dikarenakan keberadaan dewan 
komisaris independen di suatu perusahaan hanya untuk memenuhi 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/ 2014 tentang 
pembentukan direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. 
Selain itu, dengan adanya peraturan tersebut maka ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan publik. 
Sehingga ada tidaknya dewan komisaris independen di perusahaan, tidak 
mempengaruhi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Dari data 
penelitian, PT Wijaya Karya Tbk yang memiliki dewan komisaris 
independen sebanyak 3 anggota dari 7 anggota dewan komisaris 
independen. Akan tetapi pada tahun 2015 PT Wijaya Karya Tbk masih 
terlambat dalam penyampaian laporan keuangan. 
 Sehingga jumlah dewan komisaris independen tidak dapat 
mendukung sepenuhnya perusahaan untuk tepat waktu dalam 
penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini, sejalan dengan penelitian 
Rivandi & Gea (2018) yang menyatakan bahwa dewan komisaris 
independen tidak memiliki pengaruh dalam ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan.  
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, 
komite audit independen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris 
independen terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan. Karena dewan direksi harus dibekali oleh keahlian 
yang tinggi untuk menunjang penyusunan laporan keuangan yang baik 
sehingga dapat tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. 
2. Komite audit independen tidak memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Karena keberadaan komite audit 
independen di perusahaan publik masih bersifat untuk mematuhi regulasi 
yang berlaku. 
3. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Karena kepemilikan institusional 
dinilai belum maksimal dalam mengawasi kinerja perusahaan guna 
meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. 
4. Dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Karena keberadaan dewan komisaris 
independen hanya untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas 
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jasa keuangan (OJK) tanpa mengimbangi dengan kemampuan dewan 
komisaris itu sendiri. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Beriku keterbatasan pada penelitian ini:  
1. Masih rendahnya nilai adjusted square yaitu sebesar 5,8% sehingga masih 
terdapat banyak variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap 
ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  
2. Sampel penelitian ini hanya berfokus kepada perusahaan yang tercatat di 
Jakarta Islamic Index (JII). Sehingga untuk penelitian berikutnya bisa 
melakukan penelitian pada perusahaan yang tercatat di indeks lain seperti  
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 
3. Periode pada penelitian ini hanya selama 3 tahun yaitu periode 2015-2017. 
5.3 Saran  
 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatan penelitian maka berikut saran 
yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya: 
1. Penelitian mengenai ketepatwaktuan pelaporan keuangan yang akan 
datang sebaiknya menambah variabel lain baik dari unsur good corporate 
governance seperti ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan 
kepemilikan manajerial serta dapat menambah dari unsur karakteristik 
perusahaan seperti likuiditas, provitabilitas, leverage, dan ukuran kantor 
akuntan publik. 
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2. Mempertimbangkan sampel penelitian tidak hanya terfokus pada Jakarta 
Islamic Index (JII). 
3. Menambah periode penelitian seperti periode selama 5 tahun. 
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Lampiran 1  
JADWAL PENELITIAN 
Rincian 
Waktu 
Sep 2017 Okt 2017 Nov 
2017 
Des 2017 Jan 2018 Feb 2017 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Penyusunan 
Proposal 
 x x x x x x                  
Konsultasi   x x x x x                  
Revisi 
Proposal 
            x x x x x        
Pengumpulan 
Data 
               x x x x      
Analisis Data                 x x x      
Penulisan 
Akhir Skripsi 
                  x      
Pendaftaran 
Munaqosah 
                   x     
Munaqosyah                     x    
Revisi 
Skripsi 
                     x x  
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Lampiran 2 
DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL PENELITIAN 
1. ADRO (PT Adaro Energy Tbk) 
2. ASII (PT Astra Internasional Tbk) 
3. BSDE (PT Bumi Serpong Damai Tbk) 
4. ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) 
5. INCO (PT Vale Indonesia Tbk) 
6. INDF (PT Indofood Sukses Makmur Tbk) 
7. KLBF (PT Kalbe Farma Tbk) 
8. LSIP (PT PP London Sumatera Indonesia Tbk) 
9. PGAS (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) 
10. PTPP (PT PP Tbk) 
11. PWON (PT Pakuwon Tbk) 
12. SMGR (PT Semen Indonesia Tbk) 
13. SMRA (PT Summarecon Agung Tbk) 
14. TLKM (PT Telkomunikasi Indonesia Tbk) 
15. UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk) 
16. WIKA (PT Wijaya Karya Tbk) 
17. WSKT (PT Waskita Karya Tbk) 
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Lampiran 3 
TABULASI DATA TIMELESS 
NO NAMA PERUSAHAAN 2015 2016 2017 
1. ADRO (PT Adaro Energy Tbk) 1 1 1 
2. ASII (PT Astra Internasional Tbk) 1 1 1 
3. BSDE (PT Bumi Serpong Damai Tbk) 1 1 0 
4. ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) 1 1 1 
5. INCO (PT Vale Indonesia Tbk) 1 1 1 
6. INDF (PT Indofood Sukses Makmur Tbk) 1 1 1 
7. KLBF (PT Kalbe Farma Tbk) 1 1 1 
8. LSIP (PT PP London Sumatera Indonesia Tbk) 1 1 1 
9. PGAS (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) 1 1 1 
10. PTPP (PT PP Tbk) 1 1 0 
11. PWON (PT Pakuwon Tbk) 1 1 1 
12. SMGR (PT Semen Indonesia Tbk) 1 1 1 
13. SMRA (PT Summarecon Agung Tbk) 1 1 1 
14. TLKM (PT Telkomunikasi Indonesia Tbk) 1 1 1 
15. UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk) 1 1 1 
16. WIKA (PT Wijaya Karya Tbk) 0 1 1 
17. WSKT (PT Waskita Karya Tbk) 0 1 1 
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Lampiran 4 
TABULASI DATA BSIZE 
NO NAMA PERUSAHAAN 2015 2016 2017 
1. ADRO (PT Adaro Energy Tbk) 7 7 7 
2. ASII (PT Astra Internasional Tbk) 10 11 9 
3. BSDE (PT Bumi Serpong Damai Tbk) 8 8 8 
4. ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) 9 9 9 
5. INCO (PT Vale Indonesia Tbk) 4 4 4 
6. INDF (PT Indofood Sukses Makmur Tbk) 10 10 10 
7. KLBF (PT Kalbe Farma Tbk) 5 5 6 
8. LSIP (PT PP London Sumatera Indonesia Tbk) 5 5 5 
9. PGAS (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) 6 6 6 
10. PTPP (PT PP Tbk) 6 6 6 
11. PWON (PT Pakuwon Tbk) 7 6 6 
12. SMGR (PT Semen Indonesia Tbk) 7 7 7 
13. SMRA (PT Summarecon Agung Tbk) 8 8 8 
14. TLKM (PT Telkomunikasi Indonesia Tbk) 8 7 8 
15. UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk) 9 10 10 
16. WIKA (PT Wijaya Karya Tbk) 7 6 6 
17. WSKT (PT Waskita Karya Tbk) 6 6 6 
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Lampiran 5 
TABULASI DATA INDEP 
NO NAMA PERUSAHAAN 2015 2016 2017 
1. ADRO (PT Adaro Energy Tbk) 0,67 0,67 0,67 
2. ASII (PT Astra Internasional Tbk) 0,50 0,50 0,50 
3. BSDE (PT Bumi Serpong Damai Tbk) 0,67 0,67 0,67 
4. ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) 0,34 0,34 0,34 
5. INCO (PT Vale Indonesia Tbk) 0,67 0,75 0,67 
6. INDF (PT Indofood Sukses Makmur Tbk) 0,34 0,34 0,34 
7. KLBF (PT Kalbe Farma Tbk) 0,67 0,67 0,67 
8. LSIP (PT PP London Sumatera Indonesia Tbk) 0,67  0,67 0,67 
9. PGAS (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) 0,60 0,60 0,60 
10. PTPP (PT PP Tbk) 0,67 0,67 0,67 
11. PWON (PT Pakuwon Tbk) 0,67 0,67 0,67 
12. SMGR (PT Semen Indonesia Tbk) 0,5 0,5 0,5 
13. SMRA (PT Summarecon Agung Tbk) 0,67 0,67 0,67 
14. TLKM (PT Telkomunikasi Indonesia Tbk) 0,25 0,34 0,34 
15. UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk) 0,67 0,67 0,67 
16. WIKA (PT Wijaya Karya Tbk) 0,67 0,75 0,75 
17. WSKT (PT Waskita Karya Tbk) 0,50 0,50 0,50 
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Lampiran 6 
TABULASI DATA KI 
NO NAMA PERUSAHAAN 2015 2016 2017 
1. ADRO (PT Adaro Energy Tbk) 0,79 0,79 0,80 
2. ASII (PT Astra Internasional Tbk) 0,99 0,99 0,99 
3. BSDE (PT Bumi Serpong Damai Tbk) 0,98 0,98 0,97 
4. 
ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk) 
0,99 0,99 0,99 
5. INCO (PT Vale Indonesia Tbk) 0,96 0,96 0,96 
6. INDF (PT Indofood Sukses Makmur Tbk) 0,98 0,98 0,98 
7. KLBF (PT Kalbe Farma Tbk) 0,99 0,98 0,97 
8. 
LSIP (PT PP London Sumatera Indonesia 
Tbk) 
0,95 0,95 0,94 
9. PGAS (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) 0,98 0,97 0,95 
10. PTPP (PT PP Tbk) 0,98 0,96 0,93 
11. PWON (PT Pakuwon Tbk) 0,99 0,98 0,99 
12. SMGR (PT Semen Indonesia Tbk) 0,98 0,98 0,98 
13. SMRA (PT Summarecon Agung Tbk) 0,97 0,97 0,93 
14. TLKM (PT Telkomunikasi Indonesia Tbk) 0,99 0,99 0,99 
15. UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk) 0,99 0,99 0,99 
16. WIKA (PT Wijaya Karya Tbk) 0,95 0,95 0,90 
17. WSKT (PT Waskita Karya Tbk) 0,95 0,95 0,95 
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Lampiran 7 
TABULASI DATA KINPDN 
NO NAMA PERUSAHAAN 2015 2016 2017 
1. ADRO (PT Adaro Energy Tbk) 0,40 0,40 0,40 
2. ASII (PT Astra Internasional Tbk) 0,36 0,34 0,34 
3. BSDE (PT Bumi Serpong Damai Tbk) 0,40 0,40 0,40 
4. ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk) 0,50 0,50 0,50 
5. INCO (PT Vale Indonesia Tbk) 0,33 0,30 0,30 
6. INDF (PT Indofood Sukses Makmur Tbk) 0,37 0,37 0,37 
7. KLBF (PT Kalbe Farma Tbk) 0,43 0,43 0,43 
8. LSIP (PT PP London Sumatera Indonesia Tbk) 0,34 0,34 0,34 
9. PGAS (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) 0,34 0,29 0,34 
10. PTPP (PT PP Tbk) 0,34 0,50 0,34 
11. PWON (PT Pakuwon Tbk) 0,67 0,34 0,34 
12. SMGR (PT Semen Indonesia Tbk) 0,29 0,29 0,29 
13. SMRA (PT Summarecon Agung Tbk) 0,50 0,50 0,50 
14. TLKM (PT Telkomunikasi Indonesia Tbk) 0,43 0,43 0,57 
15. UNVR (PT Unilever Indonesia Tbk) 0,80 0,80 0,80 
16. WIKA (PT Wijaya Karya Tbk) 0,43 0,34 0,34 
17. WSKT (PT Waskita Karya Tbk) 0,34 0,34 0,34 
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Lampiran 8 
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Minimu
m 
Maxim
um 
Mean Std. 
Deviation 
TIMELESS 51 0 1 ,92 ,272 
BSIZE 51 4 11 7,14 1,778 
INDEP 51 ,25 ,75 ,5806 ,13667 
KI 51 ,79 ,99 ,9604 ,04665 
KINPDN 51 ,29 ,80 ,4141 ,12508 
Valid N 
(listwise) 
51     
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Lampiran 9  
HASIL UJI KESESUAIAN MODEL 
Iteration History
a,b,c,d
 
Iteration -2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant BSIZE INDE
P 
KI KINP
DN 
Step 
1 
1 30,374 1,802 -,037 -1,046 ,354 1,011 
2 27,208 2,792 -,094 -2,628 ,689 2,536 
3 26,804 3,676 -,155 -4,342 ,806 4,218 
4 26,776 4,016 -,180 -5,037 ,815 4,961 
5 26,776 4,039 -,182 -5,100 ,819 5,042 
6 26,776 4,039 -,182 -5,101 ,819 5,043 
a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 28,042 
d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates 
changed by less than ,001. 
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Lampiran 10 
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
Model Summary 
Ste
p 
-2 Log 
likelihood 
Cox & 
Snell R 
Square 
Nagelkerke 
R Square 
1 26,776
a
 ,025 ,058 
a. Estimation terminated at iteration number 6 
because parameter estimates changed by less than 
,001. 
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Lampiran 11   
HASIL UJI KELAYAKAN MODEL 
Hosmer and Lemeshow Test 
Ste
p 
Chi-
square 
df Sig. 
1 4,882 8 ,770 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
 
 
Lampiran 12 
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 BSIZE ,501 1,996 
INDEP ,577 1,733 
KI ,849 1,177 
KINPD
N 
,660 1,515 
a. Dependent Variable: TIMELESS 
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Lampiran 13 
HASIL UJI REGRESI LOGISTIK 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B
) 
Step 
1
a
 
BSIZE -,182 ,436 ,174 1 ,676 ,834 
INDEP -5,101 6,818 ,560 1 ,454 ,006 
KI ,819 10,493 ,006 1 ,938 2,269 
KINP
DN 
5,043 7,093 ,505 1 ,477 154,90
7 
Consta
nt 
4,039 12,534 ,104 1 ,747 56,791 
a. Variable(s) entered on step 1: BSIZE, INDEP, KI, KINPDN. 
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Lampiran 14 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
DATA PRIBADI:   
Nama Lengkap    : Agung Sujatmiko   
Jenis Kelamin     : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir  : Bengkulu, 15 April 1995 
Status       : Belum Kawin      
Tinggi Badan     : 170 cm  
Berat Badan      : 55 kg  
Agama       : Islam  
Alamat Rumah   : Jln Titiran No 34 RT 009 RW 03. Kelurahan 
Cempaka Permai. Kecamatan Gading Cempaka, 
Kota Bengkulu, Bengkulu. 
No. Telepon      : 0857 5812 0706 
  
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:  
1. 2001 – 2007  : SD Negeri 35 Kota Bengkulu 
2. 2007 – 2010  : SMP Negeri 5 Kota Bengkulu 
3. 2010 - 2013   : SMA Tri Sukses Natar, Lampung Selatan 
KEMAMPUAN:  
Software : Ms Office, Ms Power Point, Ms Excel, dan SPSS  
Lain-lain : Memiliki Jiwa Pemimpin     
 
 
 
 
 
Surakarta, 24 Januari 2019 
 
 
Agung Sujatmiko 
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Lampiran 15 
 
 
